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KEPALA BADAH KEPEGAWAIAN DAN
PE]IIG ESJIBAHGA+.T SUTT&BE* *AYA ff AN U SIA K&BU PATE}.I -JGMBANG

Menirnbang a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publlk sesuai dengan asa$ penyelengga!"aan
pemerintahan yang baik, dan guna mewu.iudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yanE terkait dengan
penyelerrgEaraan peiayanan, setiap penyeienggara peiayanan
pubIik wajib n'renetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk rnemberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja
dan kualitas penyelenggsraan pelayanan dinraksud huruf a, rnaka
perlu ditetapkan standar pe[ayanan untuk jenis pelayanan di
lingkup B*dan Kepegawaian dan Fengen:bangan Sumber Daya
Manusia dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembansan $urnber Daya h{anusia;

1 " l..lndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarean
Negara yans Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme{lernbaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lernbaran Negara Rl Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndsnesia Tahun 2009 Nsrnor 112,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia lt{omor 5038);

3. Undang-Undang Nom*r 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A14
Nomor 244, Tambahan l-embaran Negara Republik
lndonesiaNomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali.
terakhir clengan UndanE-UndanE Nomor I Tahun 2CI15 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A#
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran hlegara Republik
indonesia Tahun 2A15 Nomor 58, Tambahar"l
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornar 567$);

Mengingat



lvlenetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2A12 tentang

PelaksanaanUndang-Undangfrtron:cr25Tahun20*gter:tang
pelayanan publik ( Llmbaran N*grm Republik lndonesia Tahun

2*1? N*rncr 215, Tar*bahan Lembaran Negara Repunlik

lndonesia Nornor 5357)

5. Peraturan Pemerintah Fdcmor 2 Tahun 2il18 tentang standart

PelayananMinirnal(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2*.iB Narrror 2, Tan'ibahan Lembaran NeE*r* Repunlik lndonesia

Nornor 6178)

6.PeraturanMenteriFendayagijnfianAparaturNeganadan
ReformasiBirokrasiNomor15Tahun2014tentangPedoman
Standart PelaYanan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jornbang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susilnan Perangkat Daerah

Kabuplten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Tahi-in 2S16 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nonnor I Tahun 201S

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Jombang {Len"lbaran Daerah Kab*pater"r Jon"rbang Tahun 2018

Nomor 11lD);

8. Per"aturan Bupati Jambang l*omor 44 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan standar Pelayanan Publik di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten ..lombang {Berita Daerah Kabupaten

Jombang Tahun 2A17 Nomor 44lE);

9. Peratura* Bupati Jombang Nontor 60 Tahun 2*?1 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja Badar: Kepegawaian dan Pengembangan Sumben
Daya Manusia Kabupaten Jombang.

HlEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengernbangan
Sumber Daya Manusia sebagain':ana tercantum dalarn Lampiran
Keputusan lni dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan
ini

Standar pelayanan sebagaimana diktum kesatu rneliputi ruang
lingkup pelayanan .

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemirnpinan Tingkat
Adrninistrator dan Petatihan Kepernimpinan Pengawas;

2. Fasilitasi Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Tingkat
Adrylinistratcr dan Pelatihan Kepennirnpinan Pengawa$;

3" Fasilitasi Pengiriman Pelatihan Kepemirnpinan Nasional;
4.. Fasilitasi Pengirinran Latlhan Dasar {l_atsari CpNS,
5. Fasilitasi Pengirirnan Diklat;
6. FasilitasiPenyelenggarsan Diklat:
7. Fasilitasi Pengiriman Assesment Penilaian Kompetensi ASN
8. Fasiiitasi Pencantuman Narrra Gelar bagi FNS;
9. Pelayanan Femrosesan Tugas tselajar;
1*" Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan iV/c Keatas;



Ketiga

i 1. Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan lV/a dan lVib;

12" Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan lll/d Kebawah;

13. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS:

1,{.. Per:'rrosesar'} lvlutasi Antar Daerah;
15. Penerbitan SK Pengangkatan Pertarna Dalarn Jabatan

Fungsional
16. Penerbitan SK Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional;

17. Penerbitan SK Kenaikan Jabatan Fungsional.
18. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratarna (eselon tl),
19. PenyelenEgaraan Ujlan Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian ljasah S1.
20. Penerbitan SK CPNS;
21" Penerhitan SK PN$;
22. ?elayanan Penyelesaian Pensiun;
23. Penerbitan Kartu Suami {Karsu) dan Kartu lstri (Karis);

24. Penerbitan Kartu Peserta Taspen;
25. Fems"asesan Penjatuhan Hukuman Disiplin:
26. Per"nrose$an Cuti Pegawai:
27. P*layanan Pernberian Satya l-encana,
28. Pemrosesan lzin Perceraian;
29. Pelayanan Persuratan $rlkandi
30" Pelayanan Legalisir
3'tr . Pelayanan Pengaduan

Standar pelayanan sebagairnana dimaksud pada dikturn KEDUA
nnenjadi pedornan bagi para petugas di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sunnber Daya IVlanusia

Keputusan *ni mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabita
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagairnana mestinya

Ditetapkan di
Pada Tanggal
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